Menimbang

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

a. bahwa Negara memberikan jaminan bagi seluruh warga
Negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan dengan demikian adanya pemberdayaan
kepada setiap tenaga kerja daerah merupakan
pemenuhan hak dasar yang harus dijamin dan
dilaksanakan;

b. bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
merupakan daerah yang sedang berkembang dengan
tingkat pertumbuhan investasi yang baik sehingga
membutuhkan tenaga kerja terlatih untuk menunjang
pertumbuhan ekonomi yang berbanding lurus dengan
tingkat investasi yang berjalan;

c. bahwa pada saat ini belum ada regulasi daerah di
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang mengatur
mengenai pemberdayaan tenaga Kkerja daerah termasuk
penggunaan masyarakat lokal sebagai bagian dari

investasi yang terug tumbuh;



Mengingat

.bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang pemberdayaan

tenaga kerja daerah.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang
Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4356);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang
Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4876);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor @234];



8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5256);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang
Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4756);

11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Perizinan
dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;

11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan

Pemagangan di Dalam Negeri;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

MEMUTUSKAN:



Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN
TENAGA KERJA DAERAH

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan.
Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintah dibidang ketenagakerjaan.
Tenaga Kerja Daerah adalah tenaga kerja yang bekerja
di Daerah selain tenaga kerja asing
Bursa Kerja adalah kegiatan yang dilaksanakan di
suatu tempat dan waktu tertentu yang bertujuan untuk
mempertemukan Pemberi Kerja dan pencari kerja dalam
rangka rekrutmen dan penyebarluasan informasi
mengenai lowongan pekerjaan yang ada di Daerah
Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk
memberi, memperoleh, meningkatkan, serta
mengembangkan komperensi Kkerja, produktivitas,
disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan
dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan
kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
Lembaga Pelatihan Kerja selanjutnya disingkat LPK
adalah instansi pemerintah, badan hukum atau
perorangan yang memenuhi persyaratan untuk
menyelenggarakan pelatihan kerja.
Perusahaan adalah :

a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau

tidak, milik perseorangan, milik persekutuan, atau



milik badan hukum, baik milik swasta maupun
milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh
dengan membayar upah atau imbalan dalam
bentuk lain;

b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang
mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang
lain dengan membayar upah atau imbalan dalam

bentuk lain.

10. Pengusaha adalah :

11;

12,

13.

a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan
hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik
sendiri;

b. orang perorangan, persekutuan, atau badan
hukum yang berdiri sendiri menjalankan
perusahaan bukan miliknya;

c. orang perorangan, persekutuan, atau badan
hukum yang ada di Indonesia mewakili perusahaan
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b
yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang
selanjutnya disingkat SKKNI, adalah rumusan
kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan,
keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang
relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan
yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang
selanjutnya  disingkat SKKNI, adalah rumusan
kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan,
keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang
relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan
yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing

pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah

Indonesia.



14.

Perjanjian Kerja adalah Perjanjian Kerja antara
Pekerja/Buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja

yang memat syarat-syarat kerja, hak dan Kewajiban.

BAB I
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah meliputi:

o P

® ™0 a0

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pengelolaan informasi kerja;
Pelatihan Tenaga Kerja Daerah;
Laporan Perusahaan;

Hak dan Kewajiban;

Peran serta masyarakat;
Pembiayaan; dan

Sanksi Administratif

BAB I
PENGELOLAAN INFORMASI KERJA

Pasal 3
Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan
pengelolaan informasi kerja.
pengelolaan informasi kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. informasi pasar kerja; dan

b. pendataan tenaga kerja

Pasal 4
Pemerintah Daerah melalui Dinas menyediakan
informasi pasar kerja di Daerah;
informasi pasar Kkerja berisi informasi lowongan
pekerjaan yang dibutuhkan oleh Perusahaan;
setiapPerusahaan yang membuka lowongan pekerjaan
di Daerah menyampaikan informasi lowongan pekerjaan
kepada Dinas;
informasi lowongan pekerjaan yang disampaikan
kepada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

paling sedikit mempuat :



(S)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

a. informasi jabatan yang dibutuhkan;
b. jenis pekerjaan;
c. kualifikasi pendidikan pelamar;
d. jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan; dan
e. alamat Pemberi Kerja.

setiap Perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan
di Daerah tetapi tidak menyampaikan informasi
lowongan pekerjaan kepada Dinas dikenakan sanksi

administratif.

Pasal 5
informasi pasar kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) dilakukan melalui:

a. Bursa Kerja; dan

b. penyebarluasan informasi lowongan pekerjaan.
Bursa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam satu
tahun;

penyebarluasan informasi lowongan pekerjaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat
dilakukan melalui media massa, media online, pamflet,
brosur, selebaran dan cara lainnya yang dianggap
mudah.

kegiatan penyebarluasan informasi pekerjaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan
memperhatikan nilai kesopanan, kebiasaan, dan

ketertiban umum di Daerah.

Pasal 6
informasi pasar kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Perusahaan.
informasi pasar kerja oleh Perusahaan dapat
dilaksanakan setelah melakukan pemberitahuan secara
tertulis kepada Dinas.
pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) paling sedikit memuat :



(4)

(5

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

3)

a. data Perusahaan pelaksana;
b.  kegiatan yang akan dilaksanakan; dan

c. jangka waktu pelaksanaan.

informasi pasar kerja oleh Perusahaan dilaksanakan
sesuai dengan kebutuhan.

Perusahaan yang melakukan kegiatan informasi pasar
kerja tanpa melakukan pemberitahuan secara tertulis

kepada Dinas dikenakan sanksi administratif.

Pasal 7
pendataan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.
pendataan tenaga kerja dilaksanakan dengan tujuan
untuk memberikan infomasi mengenai ketersediaan
tenaga kerja yang ada di Daerah kepada Pemberi Kerja.
tata cara pendataan tenaga kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8
Perusahaan yang melaksanakan usahanya di Daerah
harus menggunakan penduduk lokal sebagai bagian
dari Tenaga Kerja Daerah yang dipekerjakan.
penduduk lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuktikan dengan bukti kependudukan yang
disertakan dalam dokumen lamaran pekerjaan yang
diberikan kepada Perusahaan.
bukti kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) berupa :
a. akte kelahiran;
b. kartu tanda penduduk;
c. kartu keluarga; atau
d. surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh
dinas yang membawahi urusan kependudukan di
Daerah.



BAB IV

PELATIHAN TENAGA KERJA DAERAH

Pasal 9

Pelatihan Kerja bertujuan untuk menyediakan Tenaga Kerja

Daerah yang terampil, siap pakai, dan mampu bersaing

dengan tenaga kerja asing pada pasar kerja Daerah,

nasional, dan internasional.

(1)

(2)

3)

(4)

()

(6)

(7)

(8)

Pasal 10
Pelatihan Kerja dapat dilaksanakan oleh:

a. Pemerintah Daerah; dan

b. swasta.

Pelatihan Kerja oleh Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui
LPK pemerintah daerah.

LPK pemerintah daerah harus memperoleh tanda daftar
dari Dinas sebelum melaksanakan kegiatannya.

LPK Pemerintah menyelenggarakan pelatihan pada
bidang, jenis dan/atau kualifikasi pelatihan kerja
tertentu yang sangat diperlukan oleh pasar kerja, tetapi
belum mampu diselenggarakan oleh masyarakat.

swasta yang menyelenggarakan Pelatihan Kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat
berbentuk badan hukum atau perorangan.

Pelatihan Kerja oleh swasta diselenggarakan melalui
LPK swasta.

LPK swasta harus memperoleh izin dari Dinas sebelum
menjalankan kegiatannya.

LPK Swasta menyelenggarakan pelatihan kerja pada
bidang, jenis dan/atau kualifikasi tertentu yang
dibutuhkan pasar kerja, yang mampu diselenggarakan
dan dibiayai oleh masyarakat.
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(9) 1izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku
selama 3 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka
waktu yang sama.

(10) Pelatihan kerja oleh Perusahaan dilakukan dalam

bentukPemagangan.

Pasal 11
LPK pemerintah daerah dan LPK swasta dapat memperoleh
akreditasi dari lembaga akreditasi pelatihan kerja setelah

melalui proses akreditasi

Pasal 12

(I) Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (8) dilaksanakan dengan berdasarkan pada
perjanjian tertulis antara peserta Pemagangan dengan
Perusahaan.

(2) perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit memuat:

a. hak dan kewajiban peserta;
b. hak dan kewajiban Perusahaan; dan
c. Jjenis program dan kejuruan.

(3) perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disahkan oleh Dinas.

(4) jumlah peserta Pemagangan dalam Perusahaan paling
banyak 30 % dari jumlah karyawan.

(5) pelaksanaan Pemagangan oleh Perusahaan dibatasi
paling lama 1 tahun.

(6) Dalam hal untuk mencapai kualifikasi kompetensi
tertentu akan memerlukan waktu lebih dari 1 tahun,
maka harus dituangkan dalam perjanjian pemagangan
baru dan dilaporkan kepada Dinas.

(7) peserta pemagangan adalah calon Tenaga Kerja Daerah
dan/atau peserta LPK.

(8) teknis pendaftaran dan pelaksanaan pemagangan

diatur oleh Perusghaan penyelenggara Pemagangan.
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Pasal 13

Penyusunan program pelatihan kerja pada LPK mengacu
pada SKKNI.

(1)

(2)

3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

Pasal 14

peserta Pelatihan Kerja pada LPK adalah setiap Tenaga
Kerja Daerah dan calon Tenaga Kerja Daerah.

untuk dapat mengikuti Pelatihan Kerja pada LPK,
peserta wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan
jenis dan tingkat program yang akan diikuti.

peserta Pelatihan Kerja yang memiliki keterbatasan fisik
dan/atau mental tertentu dapat diberikan pelayanan
khusus sesuai dengan keterbatasannya.

peserta yang telah menyelesaikan Pelatihan Kerja pada
LPK pemerintah daerah dan LPK swasta memperoleh
sertifikat pelatihan dan/atau sertifikat kompetensi
kerja.

Sertifikat pelatihan kerja diberikan oleh LPK kepada
peserta pelatihan yang dinyatakan lulus sesuai dengan
program pelatihan kerja yang diikuti.

Sertifikat kompetensi kerja diberikan oleh lembaga
pemerintah yang menangani urusan sertifikasi profesi
kepada lulusan pelatihan dan/atau tenaga kerja

berpengalaman setelah lulus uji kompetensi.

Pasal 15

LPK pemerintah daerah dan LPK swasta harus memiliki
sarana dan prasarana yang memadai serta didukung
dengan tenaga pendidik yang terampil dan kompeten.
LPK pemerintah daerah dan LPK swasta harus
menjamin  keselamatan dan kesehatan peserta
pelatihan, ketertiban umum di sekitar lingkungan
pelaksanaan kegiatan, serta kelestarian lingkungan
hidup yang ada di gekitarnya.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(5)

(6)
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Pasal 16

Pemerintah  Daerah melalui Dinas melakukan

pembinaan terhadap LPK swasta.

pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan cara :

a. penguatan LPK dapat berupa peningkatan kualitas
instruktur, peningkatan kualitas sarana
pendidikan, atau peningkatan akses layanan
pelatihan;

b. penguatan lembaga akreditasi LPK berupa fasilitasi
akreditasi terhadap LPK swasta;

C. penguatan tempat uji kompetensi; dan
fasilitasi pendanaan.

BAB V
LAPORAN PERUSAHAAN
Pasal 17

setiap Perusahaan yang ada di Daerah harus
menyampaikan laporan penggunaan Tenaga Kerja
Daerah kepada Dinas.

laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan laporan tertulis yang disampaikan oleh
Perusahaan kepada Bupati melalui Dinas.

laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. jumlah keseluruhan karyawan;

b. jumlah Tenaga Kerja Daerah;

c. jumlah penduduk lokal yang dipekerjakan; dan

d. jumlah peserta Pemagangan.

Dinas sewaktu-waktu dapat melakukan monitoring
pada Perusahaan di Daerah sebagai tindak lanjut atas
laporan penggunaan Tenaga Kerja Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan 1 kali setiap tahun.

Terhadap Perusahaan yang tidak menyampaikan
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan

sanksi administratif



(7)

(1)

(2)

3)

(1)

.

Atas hasil monitoring Dinas sebagaimana dimaksud
pada  ayat (3) terhadap Perusahaan  yang
mencantumkan data yang tidak benar dalam laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi

administratif.

Pasal 18

Perusahaan yang melaksanakan pekerjaannya di
Daerah dengan jangka waktu tertentu harus membuat
laporan rencana penggunaan Tenaga Kerja Daerah.
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
a. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
b. jumlah Tenaga Kerja Daerah yang akan
dipergunakan; dan
c. jumlah penduduk lokal yang akan dipekerjakan.
laporan sebagamana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Dinas sebelum pekerjaan
dilaksanakan di Daerah.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 19

dalam hal pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah,

Pemerintah daerah berhak:

a. mendapatkan informasi lowongan pekerjaan dari
Perusahaan;

b. memperoleh pemberitahuan tertulis mengenai
informasi pasar kerja yang dilaksanakan sendiri
oleh Perusahaan;

c. melaksanakan Pelatihan Kerja melalui LPK
pemerintah daerah;

d. melakukan pegnbinaan terhadap LPK swasta; dan



(2)

(1)

(2)
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€. menerima laporan penggunaan Tenaga Kerja
Daerah dari Perusahaan.

kewajiban Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan

Tenaga Kerja Daerah adalah :

a. menyelenggarakan Bursa Kerja di Daerah;

b. menindaklanjuti permohonan izin LPK swasta;

¢. melaksanakan monitoring terhadap Perusahaan di
Daerah atas penggunaan Tenaga Kerja Daerah;

d. memberikan sanksi kepada Perusahaan yang tidak
mematuhi ketentuan pemberdayaan Tenaga Kerja
Daerah di Daerah;

e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan
hubungan industrial antara Perusahaan dengan

Tenaga Kerja Daerah.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Perusahaan
Pasal 20

dalam hal pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah, setiap

Perusahaan yang menjalankan usahanya di Daerah

memiliki hak :

a. melakukan rekrutmen terhadap calon Tenaga Kerja
Daerah sesuai dengan kebutuhannya;

b. melakukan Pelatihan Kerja dalam bentuk
Pemagangan;

c. melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap
kinerja Tenaga Kerja Daerah; dan

d. melakukan pengurangan karyawan sesuai dengan
keadaan Perusahaan.

dalam hal pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah, setiap

Perusahaan yang menjalankan usahanya di Daerah

wajib :

a. menaati ketentuan penggunaan Tenaga Kerja
Daerah;

b. memenuhi semua kewajibannya terhadap hak
Tenaga Kerja Daerah yang bekerja di

Perusahaannyayldan



(1)

(2)

(1)

C.

-15 -

membuat laporan kepada  Dinas  perihal

penggunaan Tenaga Kerja Daerah.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Daerah

Pasal 21

setiap Tenaga Kerja Daerah berhak :

a.
b.

mendapatkan Pelatihan Kerja;

memperoleh upah minimal sesuai Upah Minimal
Provinsi,

memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan
kerja;

menerima alih teknologi dari Tenaga Kerja Asing;
memperoleh jaminan sosial sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan di
bidang jaminan sosial; dan

hak ketenagakerjaan lainnya sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan di

bidang ketenagakerjaan.

setiap Tenaga Kerja Daerah wajib :

a.

menaati setiap ketentuan pada Perusahaan
tempatnya bekerja;

berperilaku sopan, jujur, dan disiplin dalam
melaksanakan pekerjaannya; dan

menjaga profesionalitas dalam bekerja.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

Setiap orang, lembaga sosial, dan lembaga swadaya
masyarakat dapat ikut serta dalam kegiatan

Pemberdayaan Tengga Kerja Daerah.



(2)

3)

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan secara:

a. mandiri; dan/atau

b. bekerja sama dengan Dinas atau Perusahaan.
Partisipasi masyarakat sebagaiman dimaksud pada ayat
(1) dapat berbentuk pelatihan atau kegiatan lain sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan pelaksanaan Pemberdayaan Tenaga Kerja

Daerah berasal dari:

a.
b.

C.

(1)

(2)

(3)

anggaran pendapatan dan belanja daerah;
sumber pendanaan lainnya yang sah; dan/atau

dana tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (5), Pasal 6 ayat (5), Pasal 17 ayat (5) dan
Pasal 17 ayat (6) berupa :

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. penghentian sementara kegiatan;

d. penghentian tetap kegiatan;

e. pencabutan sementara izin; dan

f.  pencabutan tetap izin;

pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada at (1) diatur dengan Peraturan

Bupati.



=

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

ada tanggal 9 Desember 2016 —
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN &7

Diundangkan di Bolaang Uki

SEKRETAR

Q KABUPATEN BOLAS r, ONDOW SELATAN,
. |
/)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN, PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR  TAHUN 2016
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA DAERAH

UMUM
Sebagai daerah yang sedang berkembang, Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan berupaya untuk memacu pertumbuhan
ekonominya agar dapat bersaing dengan daerah lain yang ada di
Provinsi Sulawesi Utara dan di seluruh wilayah Republik Indonesia.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka salah satu cara yang
ditempuh adalah dengan memperbanyak investasi di Daerah karena
dengan tingginya investasi yang ada akan memperbanyak modal yang
masuk di Daerah sehingga memunculkan berbagai macam
perusahaan yang mengembangkan usahanya di wilayah Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan. Konsekuensi munculnya berbagai
perusahaan ini baik yang berskala besar maupun yang berbentuk
industri kecil adalah terbukanya lapangan kerja yang menciptakan
kesempatan kerja tinggi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Kebutuhan yang tinggi terhadap tenaga kerja ini merupakan
kesempatan sekaligus tantangan bagi masyarakat daerah karena
dengan terbukanya kesempatan kerja juga memunculkan persaingan
bagi calon tenaga kerja karena jumlah tenaga kerja yang akan
dipekerjakan di suatu perusahaan tetap mempunyai batas. Persaingan
ini tidak hanya terbatas pada antar penduduk lokal tetapi juga antara
penduduk lokal dengan penduduk yang berasal dari luar daerah.
Keadaan ini memunculkan tentangan bagi Pemerintah Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yaitu bagaimana melindungi
penduduk lokal dari persaingan dengan penduduk luar daerah serta
apa cara yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas setiap

tenaga kerja yang bekerja di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow



1.
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Selatan sehingga dapat meningkatkan produktivitas perusahaan yang
berujung pada terpacunya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan.

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Pemberdayaan
Tenaga Kerja Daerah sebagai satu kesatuan proses yang harus dijalani
baik oleh Tenaga Kerja Daerah itu sendiri, Perusahaan, serta
Pemerintah Daerah. Tahap awal yang diatur adalah mengenai
pengelolaan informasi kerja dimana pada tahap ini baik Pemerintah
Daerah maupun Perusahaan dapat melakukan penyebarluasan
informasi kerja dalam rangka rekrutmen tenaga kerja daerah
termasuk didalamnya pemberian kuota bagi penduduk lokal untuk
berpartisipasi sebagai Tenaga Kerja Daerah vang bekerja pada
Perusahaan, selanjutnya adalah peningatan kualitas Tenaga Kerja
Daerah agar hasil produk maupun jasa dari Perusahaan tersebut
memiliki nilai tinggi, hal yang diatur selanjutnya adalah hak yang
kewajiban yang muncul bagi Pemerintah Daerah, Perusahaan dan
Tenaga Kerja Daerah, dan pada akhirnya pemberian kesempatan bagi
masyarakat umum untuk berpartisipasi pada seluruh kegiatan
Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah yang dilakukan di Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan.

Keseluruhan pengaturan ini diharapkan dapat membentuk suatu
sistem yang baik atas penyelenggaraan ketenagakerjaan di wilayah

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas.



Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cara lainnya yang dianggap mudah dilaksanakan sesuai
dengan keadaan yang ada Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan seperti pemberitahuan kepada organisasi sosial

yang ada, promosi keliling, dan sebagainya.



Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “kebiasaan” adalah nilai adat yang
masih berlaku di Daerah.

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.



Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 9
Yang dimaksud dengan “tenaga kerja asing” adalah warga negara
asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah

Indonesia.

Pasal 10
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.



Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Hurufb

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
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Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Sebagai bagian dari pendidikan nonformal maka
pelatihan kerja dapat dibiayai oleh negara
termasuk terhadap Pelatihan Kerja yang dilakukan
oleh LPK swasta.
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat 3
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
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Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pekerjaan dengan jangka waktu
tertentu” adalah pekerjaan yang dilaksanakan tidak terus
menerus atau dengan jangka waktu tertentu baik
berdasarkan kontrak maupun tidak.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 19
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Hurufd
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas.
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Hurufb
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang termasuk sebagai permasalahan hubungan
industrial adalah mogok kerja, pembayaran upah
yang tidak sesuai kontrak atau UMP, demonstrasi
tenaga kerja, dan sejenisnya.
Pasal 20
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢

Cukup jelas.



Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 23
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
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Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
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